BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan yang dijelaskan di atas dapat

ditarik kesimpulan antar lain:

1.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umun
dan Ketentraman Masyarakat Terhadap minuman Keras
merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam
mengatasi minuman keras di Kabupaten kaur. Peraturan
ini mencerminkan upaya terstruktur yang melibatkan
berbagai aspek penting mulai dari, penyampaian
informasi, kebijakan fasilitas, kebijakan pelaksana dan
pendukung kebijakan. Dalam hal ini dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kaur memegang peran sentral
sebagai koordinator dalam melaksanakan berbagai
kebijakan dan program penyelenggaraan yang efektif.
Secara keseluruhan, pencapaian dan pembenahan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah terkait menunjukan
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upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang
lebih tertib, dan aman dari kenakalan remaja terhadap
minuman keras. Namun, tantangan tetap adadan perlu
adanya pemantauan serta evaluasi secara berkalah untuk
memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap efektif
dan adaftif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan
masyarakat. Keberhasilan dalam  Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap
Minuman Keras di Kabupaten Kaur akan menjadi model
dan insperasi bagi daerah lain dalam menghadapi isu
terdapat minuman keras.

Dalam anlisis Siyasah Dusturiyah, Peraturan Daerah
Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman
Msyarakat Terhadap Minuman Keras pada dasar nya telah
sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Hal ini
dapat dilihat dari tujuan peraturan tersebut yang berupaya
menciftakan ketertiban, ketentraman, keamanan, serta

memberikan perlindungan kepada msyarakat dari dampak
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negatif minuman keras. Namun, dalam pelaksanaan nya
masih belum maksimal karena terdapat masyarakat yang
kurang memahami dan mematuhi ketentuan yang terdapat
dalam peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi,
pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan secara
berkelanjutan. Siyasah dusturiyah juga menekan kan
pentingnya prinsif keadilan, kemaslahatan, tanggung
jawab, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  karena itu,
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3
Tahun 2020 hendak nya dilakukan secara adil dan tidak
diskriminatif. Masyarakat yang melakukan pelanggaran
perlu diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, disertai dengan pembinaan dan pendekatan yang

bersifat previntif agar pelangaran nya tidak terus berulang.
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B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kaur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Terhadap
Minuman Keras dapat secara efektif mengatasi kenakalan
remaja terhadap minuman keras di daerah tersebut.
Peraturan ini  mencakup penyampaian informasi,
kebijakan fasilitas, kebijakan pelaksana, pendukung
kebijakan dengan peran utama dinas satuan polisi pamong
praja sebagai koordinator. Sarana dan prasarana yang
memadai diharapkan dapat meningkatkan efektifitas
upaya ini. Evaluasi dan pemantauan berkala diharapkan
untuk memastikan strategi tetap efektif, serta keberhasilan
di Kabupaten Kaur.

2. Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3
Tahun 2020 dapat memberikan dampak positif dalam
Pelenggaraan  Ketertiban Umum dan  Ketertiban
Masyarakat Terhadap Minuman Keras melalui

penyampaian informasi, kebijakan fasilitas, kebijakan
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pelaksana, dan pendukung kebijakan. Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja berperan penting dalam Implementasi
peraturan ini. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat
mendukung efektifitas penyelenggaraan, sementara
evaluasi dan pemantauan diharapkan menjaga relevansi
dan efektifitas strategi. Hukun islam secara jelas
mengajarkan prinsip keadilan dan non diskriminasi dalam
semua aspek Kkehidupan, termasuk dalam penanganan
kenakalan remaja terhadap minuman Kkeras. Prinsip-
prinsip ini  diuraikan dalam berbagai sumber hukum
islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, yang menggarisbawahi
perlunya perlakuan adil terhadap setiap individu, tanpa

memandang status sosial atau kondisi mereka.
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